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ABSTRAK

Nama : Alifah Nadina
NPM : 6071901131
Judul : Analisis Peran Aktor Implementasi Program Bedas Sapujagat

Tentang Pencegahan Pernikahan Anak di Bawah Umur yang
Dilaksanakan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana

Penelitian ini berjudul “ Analisis Peran Aktor Implementasi Program Bedas Sapujagat
Tentang Pencegahan Pernikahan Anak di Bawah Umur yang Dilaksanakan Oleh Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana” penelitian ini ditujukan untuk menganalisis terkait peran actor kebijakan dalam
implementasi kebijakan program bedas sapujagat yang merupakan salah satu bentuk upaya
menurunkan angka kasus pernikahan anak dibawah umur di Kabupaten Bandung.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran aktor kebijakan yang
dikemukakan oleh James E Anderson. Di dalam teorinya Anderson membagi peran aktor
kebijakan menjadi 2 indikator, official dan unofficial.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan
menggunakan studi deskriptif melalui proses wawancara, dokumentasi, obeservasi dan studi
dokumen dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Beremcana di Kabupaten Bandung.

Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa 1. Banyaknya aktor kebijakan yang terlibat
dalam pelaksanaan program kebijakan bedas sapujagat, 2. Setiap peran aktor yang terlibat
dalam pelaksanaan program bedas sapujagat saling berhubungan dan memiliki
kesinambungan dengan aktor yang lainnya. Berdasarkan penelitian yang telah diteliti, penulis
juga memberikan saran yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas program bedas sapujagat
yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Beremcana di Kabupaten Bandung.

Kata Kunci: Pernikahan Anak di Bawah Umur, Implementasi Kebijakan .



ABSTRACT

Nama . Alifah Nadina
NPM : 6071901131
Judul :  Analysis of the Role of Actors in the Implementation of the Bedas

Sapujagat Program in Order to Prevent Child Marriage, conducted
by the Department of Women's Empowerment, Child Protection,
Population Control, and Family Planning.

Analysis of the Role of Actors in the Implementation of the Bedas sapujagat Program in
Order to Prevent Underage Child Marriage, conducted by the Department of Women's
Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning." The research
aims to analyze the role of policy actors in the implementation of the Bedas Sapujagat program,
which is one of the efforts to reduce the number of underage child marriage cases in Bandung
Regency.

The theory used in this research is the theory of policy actor roles proposed by James E.
Anderson. In his theory, Anderson divides policy actor roles into two indicators: official and

unofficial.

The method used in this research is qualitative research method, employing descriptive study
through processes such as interviews, documentation, observation, and document analysis with
the Department of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family
Planning in Bandung Regency.

The findings of this research are as follows: 1. There are various policy actors involved in the
implementation of the Bedas Sapujagat program. 2. Each actor's role in the implementation of
the Bedas Sapujagat program is interconnected and has continuity with other actors. Based on
the conducted research, the author also provides recommendations aimed at improving the
quality of the Bedas Sapujagat program implemented by the Department of Women's
Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning in Bandung
Regency.

Keywords: Underage Child Marriage, Policy Implementation.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan publik merupakan salah satu bentuk kewenangan
pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyelesaikan
berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan negara dan masyarakat.
Pada hakikatnya, pemerintah memiliki fungsi utama dalam mengatur dan
menata negara dan kehidupan bermasyarakat. Kebijakan publik diartikan
sebagai salah satu bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah untuk
kepentingan masyarakat. Kebijakan publik sendiri melibatkan banyak aktor
dari berbagai kepentingan yang berbeda - beda, oleh karena itu pembuatan
kebijakan publik sangatlah kompleks. Kompleksitas masing - masing
kebijakan tergantung dari target sasaran kebijakan, kepentingan kebijakan
dan aktor pemangku kepentingan. Adanya kebijakan publik bertujuan untuk
menyelesaikan permasalahan - permasalahan yang ada di masyarakat.
Pembuatan kebijakan publik melewati beberapa tahapan yang sama - sama
bertujuan untuk merealisasikan solusi untuk penyelesaian masalah yang
ada. Dengan diciptakannya kebijakan, belum tentu target masalah akan

langsung terselesaikan. Setiap kebijakan akan menuai pro dan kontra atau



persetujuan dan penolakan, bahkan tidak jarang kebijakan publik yang
diciptakan menimbulkan masalah baru di lingkungan masyarakat.
Penyusunan kebijakan publik sendiri melawati banyak tahapan. Selain
penyusunan kebijakan publik yang melewati banyak tahapan, suatu masalah
di masyarakat tidak dapat langsung diangkat menjadi masalah publik dan
langsung disusun kebijakan terkait untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Melainkan, masalah - masalah publik tersebut dikumpulkan terlebih dahulu
dan diurutkan sesuai dengan prioritas yang lebih darurat diselesaikan
terlebih dahulu. Apabila masalah publik tersebut terpilih dan diangkat
menjadi isu publik maka tahap yang selanjutnya dilakukan ialah
merumuskan serta menyusun kebijakan publik yang akan diterbitkan untuk
menyelesaikan permasalahan tersebut, setelah kebijakan dirumuskan maka
tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan
merupakan hal yang sangat krusial dalam kebijakan publik. Pada saat
pengimplementasian kebijakan, maka kebijakan yang baru dirumuskan
dijadikan sebagai suatu pedoman baru yang bertujuan untuk menyelesaikan
masalah  serta  menertibkan  lingkungan  masyarakat  tersebut.
pengimplementasian kebijakan diikuti dengan adanya monitoring yang
bertujuan untuk mengontrol pengimplementasian kebijakan terkait. Pada
proses monitoring ini, kebijakan di zest melalui beberapa assessment serta
diskusi para pemangku kepentingan untuk menentukan apakah kebijakan
tersebut akan tetap dilakukan, diperbaiki atau bahkan di ganti atau di

hapuskan.



Banyak masalah di masyarakat yang membutuhkan intervensi
pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Namun, faktanya
masih banyak kebijakan yang dibuat pemerintah masih kurang sesuai
dengan target permasalahan yang ingin diselesaikan. Agar mencapai tujuan
yang diinginkan, pemerintah harus turun langsung ke lapangan untuk
mengkaji semua aspek terkait permasalahan tersebut. Seperti dari mana
sumber masalah berasal, faktor - faktor yang menimbulkan permasalahan
terkait, sampai solusi apa yang paling memungkinkan untuk mengurangi
terjadinya permasalahan tersebut. Solusi tersebut yang kemudian akan
ditetapkan menjadi suatu kebijakan juga harus menjadi beberapa tahapan
serta pemerintah diharapkan dapat melihat potensi gangguan apa yang akan
dihadapkan kedepannya nanti pada saat menetapkan kebijakan tersebut.

Setelah rancangan kebijakan telah dibuat dengan matang, penetapan
kebijakan baru akan dilakukan di daerah terkait yang mana proses tersebut
dinamakan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan sebisa
mungkin dirancang dengan sedemikian rupa agar berjalan secara efektif dan
efisien agar menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan
masyarakat. Banyaknya kegagalan implementasi kebijakan yang baru
dalam menyelesaikan masalah adalah masih belum jelasnya isi kebijakan,
yang mana dimaksudkan seperti kebijakan yang dikeluarkan terlalu general
atau fokus masalah terlalu luas yang menyebabkan solusi atau kebijakan
yang dikeluarkan kurang spesifik. Kegagalan lainnya dapat disebabkan oleh

kurangnya sumber daya yang dibutuhkan, seperti dana atau biaya yang



dibutuhkan atau sumber daya manusia. Implementasi kebijakan tidak akan
berjalan dengan efisien apabila salah satu sumber daya yang dibutuhkan
mengalami kekurangan, seperti halnya, apabila suatu kebijakan melibatkan
banyak aktor dari berbagai kepentingan namun hanya beberapa dari aktor
kebijakan yang menjalankan implementasi kebijakan tersebut maka akan
mengakibatkan implementasi kebijakan tersebut tidak dapat berjalan
dengan baik.

Salah satu masalah yang paling banyak terjadi di dunia namun
belum ada kebijakan khusus yang dapat mengaturnya yaitu, pernikahan
anak dibawah umur atau pernikahan anak dibawah umur. UNICEF
memaparkan bahwa lebih dari 650 juta wanita di dunia memasuki hidup
pernikahan saat masih belia. Setidaknya setiap tahunnya dilaporkan,
terdapat 12 juta orang wanita menikah dibawah umur 18 tahun, yang mana
berarti sama dengan 28 wanita dibawah umur 18 tahun menikah setiap lima
menit dan berarti 1 dari 5 wanita menikah dibawah umur 18 tahun. Bahkan
di negara berkembang, hampir 40% wanita dibawah umur 18 tahun sudah
menikah. 12% diantaranya menikah dibawah umur 15 tahun!. Di Indonesia
sendiri, pernikahan anak dibawah umur merupakan suatu permasalahan
publik yang sangat serius. Indonesia menempati urutan ke 17 negara teratas
yang memiliki kasus pernikahan anak paling banyak di dunia. Data

menunjukan setidaknya, 1 dari 7 wanita di indonesia menikah sebelum umur

! https://www.ohchr.org/en/women/child-and-forced-marriage-including-humanitarian-

settin



18 tahun, yang mana dibawah umur yang direkomendasikan oleh
International Human Right Organization’ . data dari Badan Pusat Statistik
(BPS) dan UNICEF, kurang lebih 30,5% perempuan di Jawa Barat adalah
pengantin muda. Berbarengan dengan kenaikan kasus penyebaran virus di
pandemi covid-19 pada tahun 2020 lalu, pernikahan dibawah umur juga
mengalami kenaikan kasus yang cukup signifikan. Pasalnya, persentase
pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Bandung mencapai 46,44%.
Pada tahun 2021 (sampai bulan juli) jumlah pernikahan yang terjadi pada
laki - laki sebanyak 112 kasus dan anak perempuan sebanyak 567 kasus °.
Survei dari UNICEF menegaskan bahwa perbandingan terjadinya
pernikahan anak perempuan dan laki - laki ialah 1 : 6 secara global®.
Pernikahan di indonesia diatur dalam Undang - Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pernikahan merupakan salah satu
kebutuhan dasar manusia, yang bertujuan untuk melegalkan pergaulan
antara perempuan dan laki - laki baik secara hukum, negara dan agama. Pada
Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, menegaskan bahwa
pernikahan tidak hanya dipandang sebagai urusan pribadi (privat),
melainkan pernikahan juga dipandang sebagai urusan dan aturan hukum
yang dapat diatur oleh pemerintah.
Namun, tidak semua kalangan umur di masyarakat diperbolehkan untuk

menikah. Diatur dalam Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019

4 UNICEF Data Website



pembaharuan dari Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan bahwa, minimal usia calon pengantin yang akan menikah baik
laki - laki maupun perempuan tidak boleh dibawah usia 19 tahun. Kebijakan
tersebut diperbaharui oleh pemerintah yang mana salah satu tujuannya agar
pernikahan anak dibawah umur dapat diminimalisir. Pernikahan yang
dilakukan pada saat usia belia faktanya dianggap sangat beresiko baik
secara kesehatan ibu dan anak sampai dengan kenaikan angka perceraian
yang tinggi. Beberapa faktor yang menyebabkan adanya pernikahan pada
usia belia adalah faktor finansial yang mana orang tua memilih untuk
menikahkan anak mereka daripada menyanggupi pendidikan dasarnya,
faktor kedua dapat berupa pergaulan bebas yang mengakibatkan anak harus
menikah secara paksa agar tidak membuat nama keluarga menjadi buruk
dan faktor - faktor lainnya.

Salah satu daerah dengan kasus pernikahan anak terbanyak berada di
Kabupaten Bandung, oleh sebab itu pemerintah Kabupaten Bandung
melalui D3PAP2KB membuat program Bedas Sapujagat yang bertujuan
untuk menurunkan angka kasus pernikahan anak dibawah umur. Program
ini adalah bentuk upaya turunan dari Undang - Undang Nomor 16 Tahun
2019 yang mana didalamnya diatur bahwa usia minimal pernikahan adalah
19 tahun untuk perempuan dan laki - laki. Banyaknya pernikahan anak di
Kabupaten Bandung dapat dibilang cukup mengkhawatirkan. Dibuktikan

dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan salah satu



narasumber yaitu Ibu R selaku penanggung jawab program bedas
sapujagat, sebagai berikut:

“Waktu itu saya pernah ada kunjungan dinas ke sekolah di daerah
Rancabali deket ciwidey sana, awalnya ingin pertemuan untuk sosialisasi
kegiatan program ini, lalu saat rapat sama guru disitu, ada yang bercerita
bahwa pas awal adanya kelas offline setelah pandemi ada 4 siswi yang
sudah tidak pernah masuk ke sekolah lagi terus pas ditelusuri lebih lanjut,
ternyata 4 murid tersebut sudah dinikahkan oleh orangtuanya. Ya mungkin
karena lagi pandemi juga kali ya daripada keliatan dirumah aja kaya tidak
ada kegiatan maka dinikahkan saja atau juga bisa karena faktor pergaulan
juga karena kan lebih banyak dirumah yang mana pergaulan mungkin tidak
diperhatikan oleh orang tua apalagi dengan keadaan sekolah jarak jauh”

Fenomena seperti diatas membuat peneliti menjadi tertarik untuk
mengkaji penelitian tentang pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten

Bandung. Dalam penelitian ini peneliti fokuskan ke dalam pembahasan
terkait analisis peran aktor implementasi kebijakan program bedas
sapujagat yang diciptakan dan juga dikelola oleh DP32AKBP kabupaten

Bandung.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam mempermudah penulisan pada penelitian ini, penulis memfokuskan
penelitian untuk mengetahui aktor - aktor kebijakan publik yang terlibat dalam

implementasi kebijakan program Bedas Sapujagat (Berencana Dewasakan Anak



Agar Sejahtera : Sinergitas Akselerasi Pendewasaan Usia Kawin Terjaga,
Keluarga Sehat) di Kabupaten Bandung yang mana bertujuan untuk mengurangi
kasus pernikahan anak dibawah umur dan aktor mana saja yang paling berpengaruh
pada keberhasilan implementasi kebijakan program Bedas Sapujagat.
e Siapa sajakah aktor - aktor yang terlibat dalam pelaksanaan
implementasi kebijakan program Bedas Sapujagat di Kabupaten
Bandung?
e Bagaimana peran aktor kebijakan dalam pelaksanaan implementasi

kebijakan program Bedas Sapujagat?

1.3 Tujuan Penelitian

e Untuk menjelaskan serta mendeskripsikan secara mendalam siapa
sajakah aktor - aktor yang yang terlibat dalam proses implementasi
kebijakan program Bedas Sapujagat di Kabupaten Bandung guna
upaya menurunkan angka kasus pernikahan anak dibawah umur?

e Untuk menjelaskan serta mendeskripsikan secara mendalam
bagaimana peran aktor pelaksana kebijakan publik dalam proses
implementasi program Bedas Sapujagat di Kabupaten Bandung
sebagai upaya menurunkan angka kasus pernikahan anak dibawah

umur?



1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1

1.4.2

Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan
pembaharuan ilmu yang dapat bermanfaat bagi pengembangan analisis
maupun teori bagi penelitian yang akan datang, terutama dalam kajian
analisis aktor implementasi Program Bedas Sapujagat tentang pencegahan
pernikahan anak yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

(DP3AP2KB).

Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta
evaluasi bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) untuk
Program Bedas Sapujagat (Berencana Dewasakan Anak Agar Sejahtera:

Sinergitas Akselerasi Pendewasaan Usia Kawin Terjaga, Keluarga Sehat).

1.5 Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini, pokok bahasan yang dibahas adalah sebagai berikut:
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Bab I PENDAHULUAN, menjelaskan tentang latar belakang masalah
penelitian, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA, menjelaskan terkait teori Ilmu administrasi
publik, kebijakan publik, aktor kebijakan publik, peran aktor kebijakan publik
Bab III, METODE PENELITIAN, menjelaskan mengenai rancangan metode
penelitian yang digunakan pada penelitian ini.

Bab IV PEMBAHASAN, menjelaskan mengenai dari hasil yang diperoleh dari
proses penelitian di lapangan.

Bab V KESIMPULAN DAN SARAN, menjelaskan mengenai kesimpulan hasil
penelitian yang telah ditemukan di lapangan serta memberikan masukan dan

saran untuk penelitian yang akan datang.
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